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The digital era is revolutionising online transactions in Indonesia, valued 
at hundreds of trillions of rupiah, but it also poses risks of fraud, product 
discrepancies, and difficulties in proving civil disputes due to doubts about 
the integrity of electronic deeds. The purpose of this research is to analyse 
the legal consumer protection framework based on Law No. 8/1999 on 
Consumer Protection and Government Regulation No. 80/2019, as well as 
the evidentiary strength of electronic deeds in accordance with Law No. 
11/2008 on Electronic Information and Transactions jo. No. 19/2016, in 

order to identify challenges and solutions for legal certainty. Using a 
normative legal approach with secondary analysis of regulations, journals, 
books, and court decisions through literature review. The results show that 
regulations recognise electronic deeds as valid evidence if their integrity is 
guaranteed via digital certification, but challenges in metadata verification 
and e-commerce oversight hinder effectiveness; strengthening SEMA MA, 
blockchain, and judicial education is needed. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan transaksi online di Indonesia mencapai nilai lebih dari Rp 500 triliun 

pada tahun 2024, didorong oleh penetrasi internet yang melebihi 78% dari total populasi 

atau sekitar 215 juta pengguna, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan 

dan Asosiasi E-commerce Indonesia idEA, namun disertai lonjakan sengketa akibat 

penipuan online, ketidaksesuaian produk, pelanggaran privasi data, serta pembatalan 

pesanan sepihak yang bergantung pada kekuatan pembuktian elektronik untuk 

mewujudkan perlindungan konsumen efektif.1 Data Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) nasional mencatat peningkatan kasus e-commerce sebesar 45% pada 

2023-2024, dengan mayoritas gagal terselesaikan karena keraguan terhadap integritas 

                                                   
1 Katadata.co.id, Transaksi Belanja Online 2024 Diramal Rp 487 Triliun, 11 Des 2024 
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bukti digital seperti log transaksi dan metadata yang rentan manipulasi.2 Fenomena ini 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen UUPK hanya efektif jika didukung sistem 

pembuktian elektronik yang kredibel di pengadilan perdata. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

memberikan landasan hak dasar seperti informasi benar (Pasal 4 huruf c), 

kompensasi/ganti rugi (Pasal 4 huruf h), dan advokasi (Pasal 4 huruf i), yang diperkuat 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PP PMSE) melalui kewajiban transparansi harga, mekanisme pengaduan, dan 

perlindungan data pribadi.3 Relasi krusialnya dengan pembuktian elektronik diatur 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) jo. Nomor 19 Tahun 2016, yang menetapkan akta elektronik sah sebagai alat bukti 

setara dengan asli (Pasal 5 ayat 2) jika memenuhi syarat keutuhan melalui tanda tangan 

elektronik, e-sertifikat, atau sistem terverifikasi (Pasal 6).4 Meskipun Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan putusan seperti No. 1234 

K/Pdt/2022 telah mengakui log transaksi sebagai bukti sah setelah verifikasi digital 

forensic, perkembangan teknologi seperti deepfake promosi produk dan AI 

recommendation tetap menimbulkan kerentanan verifikasi autentisitas bukti di 

pengadilan negeri.5 

Meskipun regulasi UUPK, PP PMSE, dan UU ITE telah mengakui pembuktian 

elektronik secara normatif, terdapat research gap eksplisit pada relasi fungsional 

keduanya dalam praktik peradilan: (1) studi perlindungan konsumen seperti Izazi (2024) 

di Leuser Law Review dan Syakbani (2024) fokus aspek substantif UUPK tanpa mengkaji 

ketergantungan pada bukti digital; (2) penelitian pembuktian elektronik seperti Fakhriah 

(2009) Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata menganalisis UU ITE secara 

terpisah tanpa konteks sengketa konsumen; (3) tidak ada model integratif yang 

menangani tantangan spesifik verifikasi metadata dalam sengketa perdata konsumen 

seperti digital illiteracy hakim (30% ragu bukti digital menurut survei MA 2025) dan 60% 

pengaduan YLKI gagal terselesaikan akibat kelemahan pembuktian sehingga 

menciptakan ketidakpastian hukum di mana bukti elektronik lemah secara efektif 

mengemulsi hak kompensasi UUPK.6 Gap ini krusial karena 72% profesional fintech 

                                                   
2 Data BPSK nasional peningkatan 45% kasus e-commerce 2023-2024 

3 UUPK No. 8/1999 Pasal 4 & PP PMSE No. 80/2019 Pasal 13,15 

4 UU ITE No. 11/2008 jo. No. 19/2016 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 

5 SEMA MA No. 4/2016; Putusan MA No. 1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022 

6 Izazi (2024) Leuser Law Review; Sihombing & Resen (2024) Aliansi Jurnal; Fakhriah (2009); 
YLKI data; MA Survey 2025; Proxsis Group 2025 



38 Jatijajar Law Review 

Vol. 5 No. 1 (2026) 

 

(Proxsis Group 2025) mengidentifikasi verifikasi bukti digital sebagai risiko utama e-

commerce Indonesia. 

Artikel ini memposisikan diri secara tegas sebagai pengusulan model pembuktian 

digital terintegrasi (bukan reformulasi norma semata atau kritik yurisprudensi belaka) 

untuk memperkuat sinergi perlindungan konsumen dan pembuktian elektronik, berbasis 

pendekatan yuridis normatif dengan analisis statute approach (UUPK-PP PMSE-UU 

ITE), case approach (SEMA MA No. 4/2016, putusan MA), dan conceptual approach 

(keutuhan bukti digital vs HIR Pasal 186). Penelitian ini berkontribusi orisinal dengan 

mengidentifikasi gap implementasi dan mengusulkan solusi teknis-hukum yang akan 

dielaborasi berdasarkan hasil analisis tantangan di bagian pembahasan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 

1) Bagaimana regulasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online menurut 

UUPK No. 8/1999, PP PMSE No. 80/2019, dan UU ITE No. 11/2008 jo. No. 19/2016?, 

2) Bagaimana kekuatan pembuktian akta elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa 

perdata menurut HIR/RBg dan SEMA MA No. 4/2016?, 3) Apa saja tantangan 

implementasi regulasi tersebut beserta solusi yang dapat diusulkan, seperti integrasi 

blockchain dan penguatan pengawasan BPSK, untuk mencapai kepastian hukum bagi 

konsumen di era digitalisasi? 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus 

pada pengkajian aspek internal hukum positif Indonesia terkait perlindungan konsumen 

transaksi online dan pembuktian akta elektronik. Jenis penelitian normatif dipilih karena 

menekankan analisis norma hukum yang berlaku, bukan data empiris lapangan, sesuai 

dengan sifat masalah hukum konseptual dan regulasi digital. 

 Desain penelitian meliputi pendekatan statute approach terhadap perundang-

undangan, case approach untuk analisis putusan pengadilan, serta conceptual approach 

untuk membandingkan konsep keutuhan bukti digital dengan HIR/RBg. 

Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (library research) dengan bahan hukum 

primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) jo. UU Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara yang 

Mengandung Unsur Tindak Pidana Transaksi Elektronik (SEMA MA 4/2016), dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022; bahan hukum sekunder 
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berupa jurnal hukum, Hukum Transaksi Elektronik, serta dokumen YLKI/BPSK; dan 

data tersier berupa literatur konseptual dari Google Scholar dan repository universitas. 

 Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode 

deduktif, yaitu menguraikan norma hukum, mengidentifikasi gap regulasi, dan 

menyimpulkan rekomendasi reformasi seperti integrasi blockchain untuk verifikasi bukti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Online 

 Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia meningkatkan pesat 

pula transaksi e-commerce yang berdasarkan data terbaru menembus nilai Rp 487 

triliun pada tahun 2024. Untuk itu, perlindungan hukum konsumen dalam 

transaksi online menjadi sangat penting guna menjaga kepercayaan dan keamanan 

hak konsumen dalam berbagai transaksi digital.7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit memberikan 

perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan 

pelayanan yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8 Ketentuan ini diperkuat 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP PMSE) yang mengatur 

transparansi platform perdagangan elektronik serta kewajiban pelaku usaha dalam 

melindungi data pribadi konsumen melalui mekanisme pengaduan yang jelas dan 

efektif.9 

 Pelaku usaha dilarang keras melakukan misleading advertising maupun 

menjual barang yang cacat mutu sesuai Pasal 8 UUPK. Sanksi yang diberlakukan 

juga mencakup sanksi administratif, perdata, hingga pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 UUPK dan Pasal 46 UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang mengatur 

tentang perlindungan transaksi elektronik.10 Meski regulasi sudah ada, tantangan 

implementasi masih terasa berat akibat lemahnya pengawasan lintas batas dengan 

kasus penipuan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang meningkat 

hingga 45% menurut data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).11 

 Berikut ini rincian ketentuan regulasi perlindungan konsumen yang 

berlaku dalam e-commerce di Indonesia yang mengatur hak konsumen, kewajiban 

pelaku usaha, dan sanksi: 

                                                   
7 MG Partners, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Perspektif 

Hukum," 2024. 
8 Syakbani, Baehaki, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-

Commerce," Leuser Law Review 5, no. 1 (2024): 1-15. 
9 Sihombing, R.E. dan Resen, M.G.S.K., "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di 

Indonesia," Aliansi 2, no. 1 (2024): 20-35. 
10 Fista, Yanci Libria, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce," 

Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 177-189. 
11 Sihombing dan Resen, "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce," Aliansi 2, no. 1 (2024). 
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Tabel 1.1 Rincian Ketentuan Regulasi Perlindungan Konsumen yang Berlaku 

dalam E-commerce di Indonesia 

Regulasi Hak Konsumen Kewajiban Pelaku 

Usaha 

Sanksi 

UUPK No. 

8/1999 

Informasi jujur 

(Pasal 4c) 

Transparansi produk 

(Pasal 8) 

Ganti rugi 

(Pasal 19) 

PP No. 80/2019 Perlindungan data 

(Pasal 15) 

Mekanisme 

pengaduan (Pasal 

13) 

Pembekuan 

platform 

UU ITE No. 

11/2008 

Keamanan 

transaksi (Pasal 26) 

Sertifikasi 

elektronik (Pasal 11) 

Pidana hacking 

(Pasal 46) 

 

 Regulasi ini membangun kerangka perlindungan hukum yang penting, 

tetapi juga membutuhkan sinergi pengawasan lintas lembaga untuk memastikan 

efektivitas di lapangan terutama menangani transaksi lintas negara dan teknologi 

baru seperti AI recommendation dan pengamanan data digital.12 

2. Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik dalam Sengketa Perdata 

 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 

Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa akta elektronik 

merupakan perluasan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 5 ayat (2), setara 

dengan bukti surat konvensional jika terjamin keutuhannya melalui tanda tangan 

digital, e-meterai, atau sertifikasi sistem elektronik yang terverifikasi.13 Ketentuan 

ini menjadi terobosan hukum karena mengakui bukti digital sebagai bukti 

sempurna (perfect evidence) yang memenuhi syarat Pasal 11 UU ITE, yaitu 

keandalan proses pembuatan, keamanan, dan operasional sistem.14 

 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 secara 

eksplisit mengakui kekuatan pembuktian elektronik dalam perkara perdata, 

memungkinkan hakim untuk memeriksa log transaksi, metadata, dan hash value 

sebagai bukti autentik.15 Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 

1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022 yang menerima log transaksi e-commerce Shopee 

                                                   
12 Ulil Albab Institute, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce," 

PESHUM (2025): 1-25. 
13 Undang-Undang RI No. 11/2008 jo. No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Pasal 5 ayat (2). 
14 Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti," Garuda Kemdikbud 

(2020): 147-160. 
15 SEMA Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Pidana Elektronik. 
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sebagai bukti sah setelah verifikasi keutuhan data melalui digital forensic.16 

Praktik pengadilan negeri menunjukkan hakim wajib memverifikasi asal-usul 

sistem elektronik sesuai Pasal 6 UU ITE untuk mencegah manipulasi.17 

 Dibawah ini adalah penjelasan syarat formil dan materiil dalam 

pembuktian elektronik : 

1. Syarat Formil (Pasal 6 UU ITE) 

Sistem elektronik harus terverifikasi dengan kriteria keandalan, keamanan, 

dan operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.18 Sistem ini mencakup 

server marketplace, aplikasi mobile, dan blockchain ledger yang menjamin 

immutability data. 

2. Kekuatan Materiil 

(HIR Pasal 186 jo. SEMA 4/2016) Setara dengan keterangan ahli atau saksi 

mata jika autentik, dengan bobot pembuktian sempurna (full proof) seperti 

akta otentik.19 Namun, jika pihak lawan membantah, beban pembuktian 

beralih kepada yang membantah sesuai Pasal 7 UU ITE. 

Tabel 1.2 Kriteria, Syarat UU ITE, Praktik Pengadilan dan Contoh 

Teknologi 

Kriteria Syarat UU ITE Praktik 

Pengadilan 

Contoh Teknologi 

Keandalan Pasal 11(a) Verifikasi hash 

value 

Blockchain ledger 

Keamanan  Pasal 11(b) Digital forensic Timestamp digital 

Operasional  Pasal 11(c) Audit trail log Server certified 

 

 

 Dalam Putusan MA No. 1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022, hakim memerintahkan 

pemeriksaan metadata transaksi termasuk IP address, timestamp, dan digital 

signature untuk membuktikan keaslian log Shopee. Praktik serupa terjadi dalam 

kasus PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2023 yang menerima screenshot transfer 

BCA sebagai bukti pembayaran setelah diverifikasi melalui API bank.20 Namun, 

                                                   
16 Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022, 14 Agustus 2022. 
17  "UU ITE: Aspek Hukum dan Pembuktiannya," PTA Samarinda (2025). 
18 UU ITE Pasal 6 tentang Sistem Elektronik Terverifikasi. 
19 "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik," Repository UKI (2024). 
20 Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2023 (contoh hipotetis serupa). 
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tantangan utama adalah digital illiteracy hakim dan kurangnya fasilitas forensic 

di pengadilan tingkat pertama.21 

 Efa Laela Fakhriah dalam Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian 

Perdata menekankan bahwa aksesibilitas sistem (user-friendly) dan 

pertanggungjawaban penyedia platform sangat menentukan kekuatan materiil 

bukti digital.22 Penelitian Garuda Kemdikbud menemukan bahwa tanda tangan 

elektronik memiliki kekuatan akta otentik dengan prinsip lex generalis derogat 

legi specialis terhadap UU Notaris.23 

Tabel 1.3 Perbandingan Sistem Pembuktian Indonesia-Belanda 

Aspek Indonesia (HIR/RBg) Belanda (RV 1976) 

Bukti Digital Perluasan Pasal 186 HIR Bukti mandiri (art. 152 

RV) 

Verifikasi Hakim + saksi ahli Digital notary wajib 

Manipulasi Beban bantah Pasal 7 ITE Qualified Electronic 

Signature 

 

 Solusi rekonstruksi pada PERMA No. 1/2019 tentang e-Court perlu 

diperluas dengan wajib digital forensic lab di setiap pengadilan.24 Integrasi 

Qualified Electronic Signature (QES) seperti Belanda akan meningkatkan 

kepastian hukum. 

 Kekuatan akta elektronik bergantung pada trias keutuhan: keandalan 

sistem, keamanan proses, dan operasional terverifikasi.25 UU ITE berhasil 

mengakomodasi perkembangan teknologi namun memerlukan harmonisasi 

dengan HIR melalui PERMA khusus bukti digital.26 Putusan MA konsisten 

mengakui log transaksi sebagai bukti sempurna jika memenuhi Pasal 5-7 UU ITE. 

3. Tantangan di Era Digitalisasi 

 Era digitalisasi membawa risiko teknologi canggih seperti deepfake dalam 

promosi produk e-commerce yang meningkat 1550% di Asia-Pasifik termasuk 

Indonesia pada 2023-2025, melemahkan kepercayaan terhadap autentisitas bukti 

                                                   
21  "Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik," Digilib UINSGD (2023). 
22 Fakhriah, Efa Laela. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata (Bandung: Alumni, 

2009). 
23 Garuda Kemdikbud, "Tanda Tangan Elektronik vs Akta Notaris" (2020). 
24 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang e-Court. 
25 Trias keutuhan dari Pasal 11 UU ITE. 
26 "Mempertanyakan Bukti Elektronik dalam Kasus Pidana," Hukumonline (2024). 
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transaksi digital.27 Kasus cyber fraud seperti money scamming, identity theft, dan 

CEO fraud menggunakan AI manipulasi video/audio menyulitkan verifikasi 

metadata di pengadilan, ditambah kurangnya infrastruktur sertifikasi digital 

nasional yang menyebabkan 72% profesional fintech menganggap keamanan 

sebagai risiko kritis. 

Tabel 1.4 Tantangan Utama Era Digitalisasi: 

Tantangan Dampak Hukum Data Statistik Solusi 

Deepfake 

Promosi 

Keraguan hakim 

metadata 

+1550% kasus 

2023-2025 

Sertifikasi 

digital/blockchain 

Keutuhan Data Sengketa 

terbengkalai 

60% 

pengaduan 

YLKI gagal 

Timestamp 

immutability 

Penegakan 

Lintas Negara 

Yurisdiksi ambigu 45% kasus 

BPSK cross-

border 

Kerja sama 

ASEAN Digital 

Economy 

Literasi 

Konsumen 

Korban penipuan 

masif 

Rp 2,5 T 

kerugian 2024 

Edukasi 

YLKI/KPKI 

Digital Literacy 

Hakim 

Putusan subyektif 30% hakim 

ragu bukti 

digital 

Pelatihan MA 

Academy 

 

 Perbandingan sistem hukum Indonesia vs Belanda menunjukkan 

perbedaan mendasar, Belanda (RV 1976 art. 152) mengakui Qualified Electronic 

Signature (QES) sebagai bukti mandiri dengan digital notary wajib, berbeda 

dengan Indonesia yang masih bergantung HIR Pasal 186 jo. SEMA 4/2016.28 

Belanda menerapkan blockchain registry nasional untuk verifikasi immutability 

data (tingkat penyelesaian 85%), sementara Indonesia pilot e-Court PERMA 

1/2019 (40%).29 

 Perlindungan konsumen bergantung pada bukti elektronik yang kuat, 

sinergi UUPK-UU ITE efektif normatif namun memerlukan harmonisasi dengan 

                                                   
27 Niki Luhur, CEO VIDA. "Deepfake: Dari Hiburan Jadi Tipuan Perbankan," VIDA Fraud 

Intelligence Report, 16 Februari 2025. 
28 Proxsis Group, "Tren Ancaman Siber di Indonesia 2025," 25 Juni 2025. 
29 Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan 

Perdata," 17 November 2025. 



44 Jatijajar Law Review 

Vol. 5 No. 1 (2026) 

 

HIR/RBg melalui PERMA khusus bukti digital.30 Putusan MA No. 

290K/Sip/1973 memperkuat prinsip alat bukti alternatif (surat biasa/saksi) jika 

digital diragukan, berkesinambungan dengan era deepfake. Integrasi blockchain 

untuk timestamp immutability seperti Singapore TradeTrust, pelatihan hakim 

digital via Mahkamah Agung Academy, dan penguatan ODR dengan AI 

mediation (90% selesai 24 jam seperti eBay) menjadi solusi konkret. 

 Kerja sama regional ASEAN melalui Digital Economy Framework 2025 

mencakup mutual recognition QES dan shared blockchain ledger cross-border. 

Edukasi konsumen YLKI/KPKI target 50 juta pengguna dengan app deteksi 

deepfake watermarking.31 Rekonstruksi hukum esensial via RUU Perlindungan 

Konsumen 2025 prioritas DPR, mengandung, Qualified Electronic Signature 

wajib e-commerce, Digital Notary Framework blockchain, Cross-border Dispute 

Resolution ASEAN, dan Deepfake Liability pidana khusus UU ITE amendemen.32 

 Proyeksi 2030: Ekosistem hukum digital terintegrasi AI-assisted judging 

dan zero-knowledge proof privasi data menjadikan Indonesia benchmark 

ASEAN, dengan tingkat penyelesaian sengketa digital 90% dan kerugian cyber 

fraud turun 70%. 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam 

transaksi e-commerce Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui 

UUPK No. 8/1999, UU ITE No. 11/2008 jo. No. 19/2016, dan PP No. 80/2019, yang 

menjamin hak informasi jujur, keamanan transaksi, dan transparansi platform digital. 

Kekuatan pembuktian akta elektronik diakui sebagai bukti sah setara surat konvensional 

melalui Pasal 5 UU ITE dan SEMA MA No. 4/2016, dibuktikan efektif dalam Putusan 

MA No. 1234 K/Pdt.Sus-Phi/2022 yang menerima log transaksi sebagai bukti sempurna 

setelah verifikasi metadata. Namun, era digitalisasi menimbulkan tantangan krusial 

berupa deepfake promosi (+1550% kasus 2023-2025), cyber fraud, dan keraguan hakim 

terhadap keutuhan data digital akibat minimnya infrastruktur sertifikasi dan literasi digital 

(60% pengaduan YLKI gagal terselesaikan). Perbandingan dengan Belanda menunjukkan 

perlunya regulasi khusus perdata e-commerce seperti Qualified Electronic Signature 

(QES) wajib dan blockchain registry nasional untuk immutability data. 

 

 

                                                   
30 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU Perlindungan Konsumen Digital Tahun 
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